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VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYINTAS
 

Vaksinasi COVID-19, dalam aspek ilmiah dan medis, bersifat dinamis dan terus mengalami 
perkembangan . Data terkait efikasi dan keamanan vaksin juga terus digali dan disempurnakan 
oleh para ahli, salah satunya mengenai pemberian vaksinasi bag; sasaran penyintas COVID-19. 
Berdasarkan data-data terkini, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI melalui 
surat nomor 98/ITAGI/Adm/IX/2021 tanggal 20 September 2021 telah mengeluarkan kajian dan 
rekomendasi terbaru mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyintas COVID-19 . 

Mengingat ketentuan: 

1.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3237); 

2.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4723) ; 

3.	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 

5063): 

4.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6236); 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3447); 

6.	 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah 



diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pengadaan Vaksin dan 
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (CQVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66) 

7.� Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CQVID
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775); 

8.� Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CQVID-19. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, KepalalDirektur UtamalDirektur 
Rumah Sakit serta Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan 
pemberian vaksinasi CQVID-19 bagi sasaran penyintas CQVID-19 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1.� Penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi 
diberikan dengan jarak waktu minimal 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sembuh. 

2.� Penyintas dengan derajat keparahan penyakit yang berat, vaksinasi diberikan dengan 
jarak waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan sembuh. 

3.� Jenis vaksin yang diberikan kepada penyintas disesuaikan dengan logistik vaksin yang 
tersedia. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 

Tembusan: 

1.� Menteri Kesehatan 

2.� Menteri Dalam Negeri 

3.� Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia 

4.� Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

5.� Gubernur seluruh Indonesia 

6.� BupatilWalikota seluruh Indonesia 


